ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN NO 84 / DSN - MUI / X1II /2012
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT SIDOGIRI CABANG SEPANJANG

SKRIPSI

Oleh :

Dwi Indah Purwanti

NIM. C72212123

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)
Surabaya

2016



, PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini saya:

Nama - Dwi Indah Purwanti
NIM ACT2212108
Fakultas/Jurusan/Program Studi - Syariah/ Hukum Perdata Islam/

Hukum Ekonomi Islam
(Muamaialh)
Judul Skripsi - Analisis Penerapan Fatwa DSN No
84/ DSN — MU/ X11/2012
Terhadap Dalam Pembiayaan
Murabahah di BMT Sidogiri
Cabang Sepanjang
Dengan sungguh—u sungguh menyatakan bahwa skripsi ini s'ecara keseluruhan
adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk

sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2016

Menyatakan,

000
 ENAMRIBURUPIAH

AL -

) Dw1 fndia;h Purwanti
NIM. C72212123



PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Indah Purwanti NIM. C72212123 ini telah

diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Mei 2016

Pembimbing,

4

Muh. Sholihuddin, M.H.IL.
NIP. 197707252008011009

iii



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Indah Purwanti NIM. C72212123 ini telah
dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, dan dapat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana
strata satu dalam Ilmu Syariah.

Miajelis Munaqasak Skripsi:

Penguji I, Penguji 11,
/ .
NS

Muh. Sholihuddin, M.H.I. Drs. Jeje Abd. Rojaq, MAg
NIP. 197707252008011009 NIP. 196310151991031003

Penguji III, Penguji IV,

N \ / —

\"\[\,LL,'
Hj. Nurul\Asiya Nadhifah, M.Hi Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197504232003122001 NIP. 197307052011011000

Surabaya, 30 Juli 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Um‘g:,kmhaaislam Negeri Sunan Ampel
ol . "'N?Lkdll

W1 Nk A '
en .’H\s,d/hlan M.Ag
SNHRT9680309199603 1002



/ KEMENTERIAN AGAMA
J UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

J PERPUSTAKAAN
J1. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWW Indaw Rurwontn

NIM L 72212123

Fakultas/Jurusan : Ganah dan Hulkcom / Hukun Bonomt Sycnca <wwm\au>
E-mail address D AWNNAOW T W Yl @ gmoal .Cown.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN
Supan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi [ Tesis £ Desertasi [ Lain-lain (coooevvnnnninniii, )
yang berjudul :

Ao Penerapan Tarwe OLN 010.34 / OIN- WU\ / x\\ /20\12
e O oloaw Cembranacun Murtcuchmo g QT C(\d.oo&\r\

Codpng  Sepanjony

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan
Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, © AOUSIWL J0\b

c\a\A Rucwant

ama lerang dall tanda tangan



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Anaalisis
Penerapan Fatwa DSN No: 84/ DSN- MUI/ XII/ 2012 Dalam Pembiayaan
Mura>bah}ah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang”. Penelitian ini menjawab
pertanyaan bagaimana penerapan pembiayaan mura>bah}ah di BMT Sidogiri
Cabang Sepanjang dan bagaimana analisis penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-
MUI/XII/2012 terhadap pembiayaan mura>bah}ah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara,
dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif
untuk mendapatkan kesimpulan yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa DSN
No: 84/DSN-MUI/XI1/2012 tentang metode pengakuan keuntungan Al-Tamwil Bi Al-
Mura>bah}ah (pembiayaan mura>bah}ah) di lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, mengenai penerapan
pembiayaan mura>bah}ah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang adalah yang pertama
pihak nasabah harus mengikuti semua proses yang telah ditentukan oleh pihak BMT
Sidogiri Cabang Sepanjang dari mulai permohonan awal, kemudian survey dari pihak
BMT untuk menentukan margin yang akan didapatkan oleh nasabah, selanjutnya
proses perikatan antara pihak BMT dan nasabah sebelum penyerahan barang pesanan
yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah dan penyerahan barang agunan yang
dilakukan oleh nasabah kepada BMT, sampai pembayaran ansuran oleh nasabah.
Sedangkan yang kedua, Untuk perhitungan keuntungannya BMT menghitungnya
dengan cara harga asli X margin, dari perhitungan yang seperti itu maka BMT
bertentangan dan tidak mengikuti metode yang telah dijelaskan di Fatwa DSN MUI
No: 84/DSN-MUI/XII/2012 ketetapan ketiga perihal ketetapan khusus butir 5.
Kemudian untuk teknis pelaksanaan pemberian keuntungan juga tidak sesuai dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama perihal
ketentuan umum ayat 3.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada BMT Sidogiri Cabang Sepanjang
disarankan agar lebih menerapkan praktik perbankannya sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN), serta diharapkan agar BMT Sidogiri Cabang Sepanjang bisa
mengkaji ulang dengan cara lebih mendalam, dan lebih di sesuaikan lagi dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, karena Fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia
dalam melaksanakan praktik perbankan yang sesuai dengan syariat islam.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad  murabahah merupakan akad pembiayaan yang saling
menguntungkan oleh shahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui
transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan jual
terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al mal
dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.' Sesuai dengan
penjelasan tersebut diketahui bahwa akad murabahah merupakan akad
dimana pihak shahib al mal harus memberitahukan harga sesungguhnya
kepada pihak yang membutuhkan tersebut sebelum ditambah dengan
keuntungannya. Karena akad murabahah merupakan akad jual beli dengan
harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Di lembaga keuangan
syariah keuntungan lebih dikenal sebagai margin. Proses perhitungan
marginpun biasanya diatur oleh BMT sendiri atau sesuai dengan kesepakatan
dengan nasabah yang ingin melakukakan pembiayaan dengan menggunakan
akad murabahah.

Tidak hanya hukum Islam saja yang mengatur tentang keuntungan bagi
setiap pelaku kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah. Namun, Dewan
Syariah nasional (DSN) MUI pun memberikan aturan tentang margin dan

pengakuan keuntungannya. Diketahui pada fatwa DSN no. 84/DSN-

! Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana, 2013), 136.



MUI/X11/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan A/- Tanwil Bi Al

Murabahah (Pembiayaan murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah

terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri cabang

Sepanjang. Didalam nya jelas mengatur tentang metode- metode yang harus

digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam pengakuan keuntungannya.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa tersebut atas dasar

beberapa hal, antara lain:

1.

bahwa dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah yang
diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dikenal antara lain
dua metode, yaitu metode proporsional dan metode anuitas;

Bahwa penerapan salah satu dari dua metode pengakuan keuntungan
pembiayaan murabahah tersebut menimbulkan permasalahan bagi
kalangan industri dan masyarakat, sehingga memerlukan kejelasan dari
aspek syariah mengenai kedua metode pengakuan keuntungan pembiayaan
murabahah tersebut;

Bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan metode pengakuan
keuntungan pembiayaan murabahah yang dapat mendorong pertumbuhan
Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.?

Atas dasar pertimbangan beberapa hal di atas Dewan Syariah Nasional -

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu untuk menetapkan

fatwa tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah di

Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikan sebagai pedoman.

2 Himpunan Fatwa DSN MUI, http://almist.blogspot.com/2010/fatwa-dsn-mui (18 Nopember

2015).



http://almist.blogspot.com/2010/fatwa-dsn-mui

Selain itu Allah SWT berfirman pada surat An- Nisaa: 29.°
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).

Serta pada surat A/-Baqgarah: 283
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Artinya: ... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya...*

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut sudah jelas bahwa akad
murabahah merupakan akad jual beli yang didasarkan atas suka sama suka
antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan juga dalam melakukan
transaksi muamalah seharusnya saling terbuka dan tidak ada yang memakan
harta sesama dengan cara yang batil.

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang juga merapkan
sistem suka sama suka dan saling percaya. Pada prinsipnya murabahah
merupakan akad yang nilai keuntungannya disepakati antara kedua belah
pihak. Pada lembaga keuangan syariah ketetapan nilai margin atau nilai
keuntungan sudah ditetapkan dan ketetapan itulah yang menjadi acuan pihak
lembaga keuangan syariah membirakan margin kepada nasabah yang hendak

melakukan pembiayaan murabahah . Namun lain halnya pada praktik

3 Menteri Agama Republik Indonesia, A/- Quran dan Terjemahannya 30 Juz (Jakarta:
YayasanPenyelenggara Penerjeman/ Penafsir Al-quran, 1987), 122.

*1bid, 71.



penetapan margin di BMT. Karena BMT merupakan lembaga keuangan
syariah non bank, BMT mumpunyai sistim yang berbeda dengan lembaga
keuangan syariah bank pada umumnya.

Penetapan margin keuntungan pembiayaan murabahah di lembaga
keuangan syariah bank ditentukan berdasarkan rekomendasi serta ketetapan
dari ALCO (Asset Liabities Management) Bank Syariah, lain halnya di BMT
Sidogiri cabang Sepanjang, pihak BMT pusat telah menetapkan margin
keuntungan pembiayaan murabahah yaitu 2.5% - 3%, sedangkan pada
praktiknya penetapan margin keuntungan pembiayaan murabahah yang
diberikan kepada nasabah merupakan hasil pertimbangan dari kepala cabang
pembatu BMT Sidogiri cabang Sepanjang sendiri. Kepala cabang pembantu
BMT Sidogiri Cabang Sepanjang menggunakan kemampuannya pribadi
untuk menganalisa kemampuan seorang nasabahnya berdasarkan kehidupan
sehari- harinya. Hal tersubut menjadikan suatu alasan perbedaan tingkat
margin yang diberikan kepada setiap nasabahnya. Hal tersebut menimbulkan
permasalahan, karena seharusnya praktik penetapan margin keuntungan itu
adalah disamakan berdasarkan ketetpan diawal agar setiap nasabahnya tidak
merasa dirugikan.

Namun tidak hanya itu saja, dalam praktik penerapan pembiayaan
murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, margin yang telah
ditetapkan oleh pihak BMT tidak jelas kesepakatannya. Hal tersebut
dikarenakan setiap nasabah yang hendak melakukan pembiayaan

menggunakan akad murabahah tidak diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak



BMT bahwa margin atau keuntungan yang diambil oleh setiap nasabah
berbeda- beda. Hal tersebut jelas membuat nasabah merasa dirugikan karena
pada dasarnya pembiayaan yang menggunakan akad murabahah harus jelas
harga awal dan keuntungan yang diambil oleh pihak BMT dan kemudian
antara kedua belah pihak melakukan kesepakatan, barulah akad murabahah
bisa dilaksanakan.

Dari praktik penetapan keuntungan pembiayaan murabahah yang tidak
jelas tersebut akan menimbulkan permasalah kembali saat melakukan
pengakuan keuntungan yaitu seperti yang dijelaskan di Fatwa DSN MUI no.
84/DSN-MUI/XII/2102 menetapkan bahwa ada dua metode pengakuan
keuntungan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah yaitu
metode proporsional dan metode anuitas. Dijelaskan bahwa metode
proporsional merupakan metode pengakuan keuntungan yang dilakukan
secara proporsional bedasarkan jumlah piutang (harga jual) yang besrhasil
ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang
yang belum ditagih. Sedangkan metode anuitas merupakan metode
pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa
harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan
terhadap sisa jumlah harga pokok yang belum ditagih.

Jelas dalam fatwa tersebut menerangkan bahwa apapun metode yang
digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik non bank ataupun bank baik
menggunakan metode proporsional maupun menggunakan metode anuitas,

keduanya harus mengalikan dengan persentase keuntungan pada saat



melakukan pembiayaan murabahah yang telah disepakati diawal oleh kedua
belah pihak sebelum melakukan pembiayaan yang menggunakan akad
murabahah. Jika persentasenya tidak jelas maka perhitungannyapun akan
tidak jelas, karena tingkat margin setiap nasabahnya berbeda- beda. Oleh
karena itu kejelasan harus diterapkan dalam menerapkan pembiayaan yang
menggunakan akad murabahah. Karena sudah jelas bahwa dalam melakukan
akad murabahah pihak BMT sebagai shahib al mal harus member penjelasan
tentang harga pengadaan barang dan terdapat nilai lebih sebagai keuntungan
yang diambil oleh BMT sebagi shahib al mal.

Jadi berdasarkan ketentuan fatwa tersebut serta berdasarkan
permasalahan penetapan margin keuntungan pembiayaan murabahah. Saya
mencoba mengkaji pengakuan keuntungan yang digunakan oleh BMT
SIdogiri cabang Sepanjang dengan melakukan penelitian yang berjudul
“Analisis Penerapan Fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012 Dalam

Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada
penelitian ini adalah:
1. Praktik pembiayaan murabahah .
2. Praktik penentuan margin pembiayaan murabahah .

3. Praktik pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah .



4. Penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode
Pengakuan Keuntungan A/-Tanwil Bi Al-Murabahah  (Pembiayaan
murabahah ) di Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam
mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan
pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

2. Analisis Penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang
Metode Pengakuan Keuntungan A/-Tanwil Bi  Al-Murabahah
(pembiayaan murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah terhadap

penerapan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri cabang Sepanjang.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang?
2. Bagaimana anilisis penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012
terhadap pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang?
D. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau



duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.’> Setelah penulis menelusuri
kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang
berkaitan dengan murabahah yakni :

Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah,® dengan judul “Teknik Penentuan
Margin Pendapatan Murabahah di BMT Muda (Mandiri Ukhuwah Persada)
Kedinding Lor Surabaya”. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan
bagaimana prosedur pembiayaan murabahah serta perhitungan pendapatan
margin murabahah di BMT Muda (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding
Lor Surabaya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa penerapan
prosedur pemiayaan murabahah yang ada di BMT Muda (Mandiri Ukhuwah
Persada) Kedinding Lor Surabaya sudah sesuai dengan tuntunan syariah,
serta penentuan perhitungan margin pendapatan murabahah  dilakukan
menggunakan metode Mark-up Pricing, yakni penentuan tingkat harga
dengan me-mark-up biaya produksi yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini,” dengan judul, “Analisis

Produk Pembiyaaan Murabahah pada Bait Mal wa Al-Tamwil (BMT)

Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah: Studi Kasus Pada BMT

“Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur. Penelitian ini untuk menjawab

pertanyaan bagaimana aplikasi produk pembiayaan murabahah dalam

5 Surat Keputusan Dekan Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis
Penulisan Fakultas Syari’ah, 9.

6 Nabilah, Teknik Penentuan Margin Pendapatan Murabaha di BMT Muda (Mandiri Ukhuwah
Persada) Kedinding Lor Surabaya (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

" Nur Aini, Analisis Produk Pembiyaaan Murabahah pada Bait Mal wa Al-Tamwil (BMT) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Nasabah: Studi Kasus Pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa
Timur (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).



rangka meningkatkan pendapatan nasabah di BMT “Mandiri Ukhuwah
Persada” Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa
praktik pembiayaan di BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur
kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia  No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang  Murabahah yang
menjelaskan bahwa barang yang dijual oleh BMT kepada nasabah adalah
barang yang sudah dimiliki oleh BMT. Sedangkan di BMT MUDA
menggunakan akad Murabahah bil Kalam yang mana pihak BMT
memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama
nasabah dan akad murabahah bil kalam tersebut dilakukan secara lisan.
Kemudian BMT MUDA hanya menerapkan asas kepercayaan kepada
nasabah dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT.
Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Hafid,® dengan judul
“Analisis Penetapan Marjin Akad Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus
pada Baitul Mal wa Tamwil BMT Sidogiri Cabang Pamekasan”.
Penelitian ini menjawab tentang bagaimana cara penetapan marjin di
BMT Sidogiri cabang Pamekasan. Hasil yang didapat dari penelitian ini
adalah menyatakan bahwa BMT Sidogiri cabang Pamekasan menetapkan
margin dalam pembiayaan murabahah berdasarkan beberapa komponen
yakni, tingkat nisbah bagi hasil dengan BTN Syariah Malang, tingkat

rata- rata margin pasar, tingkat laba yang diinginkan, dan biaya perolehan

8 Annisa Hafid, Analisis Penetapan Marjin Akad Pembiayaan MUrabahah: Studi Kasus pada
Baitul Maal wa Tamwil BMT Sidogiri Cabang Pamekasan (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2011).
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serta biaya- biaya lainnya. Komponen- komponen tersebutlah yang ikut
berperan dalam penentuan tingkat margin pembiayaan murabahah di
BMT Sidogiri cabang Pamekasan.

Penelitian terdahulu menjabarkan tentang sistem penentuan
tingkat margin serta komponen- komponen yang berperan dalam
penentuan tingkat margin di lembaga keuangan syariah. Sedangkan
penelitian ini membahas tentang penerapan pembiayaan murabahah
dengan menggunakan metode yang ada pada fatwa DSN no 84/DSN-
MUI/X11/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan A/- Tanwil Bi Al-
Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri cabang
Sepanjang. Jadi tidak hanya membahas tentang penetapan marginnya
saja, namun lebih menitikberatkan kepada metode yang digunakan dalam

pemutusan pengambilan margin di BMT Sidogiri cabang Sepanjang.

E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri
Cabang Sepanjang.
2. Untuk mengetahui hasil anilisis penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-
MUI/XI1/2012 terhadap pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang

Sepanjang.
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F. Kegunaan Hasil Teoritis

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat

diambil secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Teoritis

a.

Sebagai sarana untuk memahami kesesuaian antara teori dengan
praktik di lapangan yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah

di lembaga keuangan syariah.

b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori- teori yang diperoleh
selama kuliah.

c. Bahan referensi dalam menganalisis fatwa DSN MUI yang diterapkan
pada pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.

2. Praktis

a. Memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan
penelitian yang lebih komperhensif tentang penerapan pembiayaan
murabahah berdasarkan fatwa DSN MUIL.

b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel
Surabaya pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

berguna bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menerapkan
pembiayaan murabahah yang sesuai dengan kebijakan fatwa DSN

MUL
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G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Fatwa DSN No. 84/DSN-

MUI/XI1/2012 Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang

Sepanjang”. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul

tersebut adalah:

1.

Fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012: Fatwa DSN MUI tentang
Metode Pengakuan Keuntungan A/-Tanwil Bi Al-Murabahah
(Pembiayaan Murabahah ) di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan murabahah : adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli yang
saling menguntungkan oleh shahib al mal dengan pihak yang
membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga
pengadaan barang dan jual terdapat nilai lebih yang merupakan
keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan
secara tunai atau angsur.’

BMT Sidogiri Cabang Sepanjang: Baitul Mal wa Tanwil (BMT)
merupakan lembaga keuangan jasa syariah yang kegiatan usahanya adalah
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat laba dan
nirlaba (sosial). Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak
ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau

investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

® Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 136.
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H. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian
Penelitian tentang ‘“Analisis Penerapan Fatwa DSN No. 84/DSN-

MUI/IV/2012 terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang

Sepanjang” merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat field

research (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam

kehidupan sebenarnya. Objek penelitian ini adalah mengenai akad
murabahah , sedangkan subjek penelitian sebenarnya adalah semua pihak

yang terkait dalam pembiayaan murabahah .

Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah:

1. Data mengenai sejarah bank, visi, misi, struktur organisasi, dan
produk-produk dari BMT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

2. Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah data yang terkait
dengan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang
seperti:

a. Cara atau persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah.

b. Sistim pembayaran serta pelunasan pembiayaan murabahah.

c. Persentase keuntungan pembiayaan murabahah.
d. Proses pencairan dana pembiayaan murabahah.
e. Resiko keterlambatan pembayaran murabahah.
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3. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-

sumber data sebagai berikut:

a.

Sumber primer: data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
memerlukannya.!® Data ini diperoleh penulis secara langsung dari
keterangan kepala cabang, karyawan, serta nasabah yang ada di BMT
Sidogiri Cabang sepanjang.

Sumber sekunder: data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang telah melakukakan penelitian dari sumber- sumber yang telah
ada baik dari perpustakaan atau dari laporan- laporan penelitian
terdahulu.!' Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan
seputar masalah ini:

1. Himpunan Fatwa DSN MUIL

2. Pembukuan di BMT Sidogiri cabang Sepanjang.

3. Figh Ekonomi Syariah, karya Dr. Mardani.

4. Figh Muamalah, karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a.

Observasi

10 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 93.

1 Ibid., 94.
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Penelitian ini menggunakan teknik obsevasi secara langsung di mana
peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-
gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam
situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang
khusus diadakan.'? Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan
cara terjun langsung ke BMT Sidogiri Cabang Pembatu Sepanjang.
b. Wawancara

Wawancara atau inferview yaitu pengumpulan data dengan cara
mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas
tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang
cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan
tentang pelaksanaannya.'> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan
dengan cara wawancara langsung baik secara struktural maupun bebas
dengan pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang yaitu Kepala Cabang,
teller, serta Nasabah dari BMT Sidogiri cabang Sepanjang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.'*
Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen- dokumen atau
arsip- arsip serta data yang berhubungan dengan penerapan

pembiayaan murabahah .

12 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.

13 Suharsimi Aritmoko, prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktck (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1998), 117.

14 M. Igbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
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5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun

hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1.

Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh
sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun
laporan skripsi dengan baik.'>

Editing, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu
diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang
telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun
interview quide perlu dibaca sekali lagi, jika di sana sini masih
terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki
kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan
mengedit data.'

Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang
telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan
mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan

sebuah jawaban dari rumusan masalah.!”

6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong

mengartikan analisis data sebagai proses mengatur urutan data,

15 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
16 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfa Beta, 2008),

243.
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mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
dasar.'®

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka teknik
menganalisisnya  deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi
memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen
dan dependen, kemudian menganalisa data yang terkumpul untuk mencari
hubungan antara variabel.!® Data yang terkumpul diproses dengan rinci
menjadi uraian dasar. Pola pikir yang digunakan adalah dengan metode
deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal- hal yang umum
terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian- bagiannya
yang khusus. Data yang terkumpul diproses secara rinci menjadi suatu
uraian dasar, kemudian dianalisis berdasarkan fatwa DSN MUI No
84/DSN-MUI/XI1/2012.

Dari pemaparan di atas penelitian diarahkan untuk mencoba
mengungkapkan bagaimana analisis penerapan fatwa DSN MUI no. 84/
DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan a/- tamwil bi
al- murabahah (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah

khususnya di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang yang akan dipaparkan

secara sederhana namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti.

18 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum. .., 289.
19 Sulipan, “Penelitian Deskriptif Analitis”, dalam http://sekolah.8k.com (20 Nopember 2012).



http://sekolah.8k.com/

L.
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Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri
dari lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan landasan teori tentang murabahah dan
konsep pembiayaan berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup
tentang pengertian, dasar hukum, dan ketentuan umum.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran
umum BMT Sidogiri Cabang Sepanjang meliputi; sejarah BMT, visi misi,
lokasi, struktur organisasi, job deskripsi, produk, tinjauan umum produk
pembiayaan murabahah seperti ketentuan dan persyaratan calon nasabah,
prosedur pembiayaan murabahah, jenis pembiayaan murabahah, proses
pencairan dana pembiayaan murabahah, serta sistim pembayaran dan
pelunasan pembiayaan murabahah.

Bab keempat, membahas dan menganalisis hasil- hasil yang didapat dari
data. Bab ini berisi tentang analisis penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-
MUI/XI1/2012 terhadap pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri cabang
Sepanjang. Meliputi analisis terhadap praktik penentuan margin sebelum
akad murabahah  dilakukan, dan analisi pengakuan serta pengukuran

keuntungan oleh pihak BMT Sidogiri cabang Sepanjang Sidoarjo.
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Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BABII
TEORI PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN FATWA DSN MUI

NO 84 /DSN -MUI / XII /2012

A. Pengertian Murabahah

Murabahah atau disebut juga ba’ bithsamanil ajil. Kata murabahah
berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling
menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang
ditambah keuntungan yang disepakati.!

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murabahah, di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut
dijelaskan bahwa Bank membiayai sebagian atau seluruh harga dari
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan cara Bank
membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan
pembelian tersebut harus sah dan bebas riba. Kemudian pihak Bank harus
menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika
pembelian dilakukan secara utang. Selanjutnya pihak Bank menjual barang
tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli
ditambaha dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang

diperlukan.?

! Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 136.
2 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Cet. I. (Bogor, Ghalia
Indonesia, 2009 ), 96-98.

20



21

Dapat disimpulkan bahwa murabahah berdasarkan fatwa Dewan Syariah
Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah adalah pembiayaan
yang diberikan pihak bank kepada nasabah dengan cara bank membelikan
barang sesuai dengan klasifikasi yang telah dijelaskan oleh nasabah kepada
pihak bank, kemudian pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan ketentuan pihak bank harus memberitahukan harga asli dari barang
tersebut kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang akan diambil oleh
pihak bank.

Melihat pengertian yang dijelaskan di dalam Fatwa dewan Syariah
Nasional tersebut, Hasbi Ash Shiddiqieqy menganggap murabahah adalah
menjual barang dengan mengambil keuntungan (laba) tertentu.’ Sedangkan
menurut Sayyid Sabiq mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan
harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.*

Lain halnya dengan Ascara yang mengartikan bahwa murabahah
merupakan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan
pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada
pembeli harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang dimaksudkan
kedalam harga jual barang tersebut, dan kemudian pembayaran dapat
dilakukan secara tunai ataupun tangguh.’ Untuk pembiayaan murabahah
sendiri merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli yang saling

menguntungkan oleh sahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui

3 Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, Hukum- Hukum Figh Islam. Tinjauan Antar
Mazhab (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 353.

4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1988), 83.
5 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163-164.

20
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transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan jual
terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi sahib al mal
dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.®

Agar lebih memahami makna dari murabahah, para ulama juga
memberikan pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah ulama Malikiyah
yang memberi gambaran transaksi jual beli murabahah sebagai berikut, yaitu
jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut,
kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli baik secara sekaligus
dengan mengatakan, saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan anda
berikan keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua dinar", atau
merincinya dengan mengatakan, anda berikan keuntungan sebesar satu
dirham per satu dinarnya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu
maupun dengan menggunakan porsentase.’

Kemudian lain halnya dengan ulama Hanafiyah yang mendefinisikannya
dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan
harga awal disertai tambahan keuntungan.®

Berbeda dengan Ulama Syafi'iyyah yang mendefinisikan murabahah
adalah dengan cara menyebutkan harga pokok barang kepada si pembeli

dengan harapan agar si pembeli memberikan keuntungan kepada si penjual.’

6 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 136.

7 Muhammad Farid, “ Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”, (Juni, 2013), 6.
8 Ibid, 6-7.

% Tbnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Figh Madzhab Syati’l Buku 2: Muamalat,
Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 60.
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Lalu berikutnya menurut ulama Hanabilah yang mendefinisikan
murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual
ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar atau semisalnya,
dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga
pokok.!?

Pada dasarnya keempat ulama mengartikan bahwa murabahah merupakan
akad jual beli dimana pihak penjual mengambil keuntungan dari barang yang
dijualnya, namun pihak penjual harus menunjukkan kepada pihak pembeli
harga pokok barang kemudian disertakan dengan keuntungannya.

Sedangkan menurut Para ahli hukum Islam mendefinisikan bai’ al-
murabahah sebagai berikut:

a. ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan bai’ al-murabahah sebagai
menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-
syarat tertentu.

b. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual-beli dengan harga pertama
(pokok) beserta tambahan keuntungan.

c. Ibn Rusyd - filosof dan ahli hukum Maliki - mendefinisikannya sebagai
jual-beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok
barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada

pembeli.

1 Muhammad Farid, “ Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”, (Juni, 2013), 7.
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d. Ibn Qudamah - ahli hukum Hambali - mengatakan bahwa arti jual-beli
murabahah adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin
keuntungan.'!

Dengan kata lain, jual-beli murabahah adalah suatu bentuk jual-beli di
mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal)
barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian
memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.
Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli
tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang

ditambahkan pada biaya tersebut.

B. Dasar hukum Murabahah
Landasan hukum akad murabahah ini adalah:
1. Al-Quran
Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli,

diantaranya adalah firman Allah:
s B W g

Artinya: "..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(QS. Al-Bagarah:275).1?

' A Mas’adiGhufron, Figh Muamalah Kontekstual. Cet.1 (Jakarta, PT Raja Grasindo Persada,
2012), 134.

?Menteri Agama Republik Indonesia, A/- Quran dan Terjemahannya 30 Juz (Jakarta:
YayasanPenyelenggara Penerjeman/ Penafsir Al-quran, 1987), 69.
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Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan
murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

58 i o 53 555 5y ey S Ky e 0

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-
Nisaa:29).13

Ayat ini menjelaskan murabahah adalah jual beli berdasarkan suka
sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dan firman Allah:

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan)
dari Rabbmu” (QS. A/-Baqgarah:198)'

Berdasarkan ayat diatas, maka murabahah merupakan upaya mencari
rezki melalui jual beli. Murabahah adalah jual beli berdasarkan suka sama
suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Hadis Nabi s.aw

Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1178.

JLL";U\/ w‘y\i A L@\L 6j>\ CZ506 B \@ @u

13 Ibid.
1 Ibid.
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(TIRMIDZI - 1178) : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah
menceritakan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy dari Abu Hushain dari
Habib bin Abu Tsabit dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam pernah mengutus Hakim bin Hizam untuk membelikannya
seekor kambing kurban seharga satu dinar, lalu ia membeli seekor kambing
kurban kemudian ia memutar keuntungan di dalamnya (dengan menjual
kambing kurban yang telah dibelinya) hingga ia beruntung satu dinar.
Kemudian ia membeli seekor kambing kurban yang lain (sebagai ganti
yang dijual), lalu ia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar. Beliau pun bersabda:
"berkurbanlah dengan kambing tersebut dan sedekahkan satu dinarnya."
Abu Isa mengatakan; Hadits Hakim bin Hizam tidak kami ketahui kecuali
melalui jalur ini dan Habib bin Abi tsabit menurutku belum pernah
mendengar dari Hakim bin Hizam.!®

Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 2179

B e s (5 T s oo a3 30 B0k 06 D 15 8 B
Jbobfm\fwdjﬁ&Lijﬂbi}‘g\;iﬂi

17?”':’;?&’ _\ijwJL;”’Jﬁ-Y(;L@’&MJ:&f”‘j)LJJG

(IBNUMAJAH - 2179) : Telah menceritakan kepada kami Azhar bin
Marwan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid.
(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib
berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah keduanya
berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syu'aib
dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau
miliki, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan."'®

15 Tirmidzi, Kitab Tirmidzi, Hadist No. 1178 ( Lidwah Pustaka i-Software-Kitab
Sembilan Imam).

16 Tbid.

17 Ibnu Majjah, Kitab Ibnu Majjah, Hadist No. 2179 (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab
Sembilan Imam).

18 Ibid.
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Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan
kegiatan jual beli dilarang menjual sesuatu (objek) yang bukan miliknya
atau belum dimiliki. Karena pada akad murabahah juga dijelaskan bahwa
salah satu syaratnya adalah barang yang menjadi objek haruslah milik
sendiri atau sudah dimilikinya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’
@ij‘w&)\&;y?wb\w&\@jmmy&s\&d
S 5 i elyy) e
Yang artinya: “Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai
pekerjaan (profesi apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab:

Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar
dan Hakim)." .

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah
jual beli, jika jual beli dilakukan dengan cara yang baik, tanpa diiringi
kecurangan-kecurangan, maka akan mendapat berkah dari Allah SWT.

3. Kaidah Figh

o2 ol s 3% oF ) sy oduub o S

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.?’

Berdasarkan kaidah figh tersebut diatas menjelaskan bahwa segala
macam bentuk kegiatan bermuamalah dapat dilakukan selagi tidak ada
dalil- dalil yang menerangkan bahwa kegiatan muamalah tersebut tidak

diperbolehkan (diharamkan).

19 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113-114.
20 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fawa Keuangan Syariah
(Jakarta: Erlangga, 2014), 62.
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C. Rukun Murabahah dan Syarat
1. Rukun Murabahah
Adapun Rukun dari murabahah ada lima yaitu sebagai berikut: *!
b. Penjual (bai’)

Penjual sendiri dalam kegiatan jual beli disini adalah pihak yang
memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi
perbankan syariah, maka pihak penjual adalah bank syariah.

c. Pembeli (mushtari’)

Pembeli sendiri dalam kegiatan jual beli disini Merupakan pihak
yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membeyar
sejumlah uang tertentu yang diharapkan, dengan membeyar sejumlah
uang tertentu kepada penjual (bai). Pembeli dalam alikasi bank
syariah adalah nasabah.

d. Objek/ barang (mabi’)

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi

jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.
e. Harga (#saman)

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual

yang disepakati antara penjual dan pembeli.

f. [jab qabul (shighat)

2! Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: kencana, 2011), 136- 137.
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Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan
barang yang diperjualbelikan. /jab gabul harus disampaikan secara
jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Dalam jjab dan gabul terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi, berikut:??

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, dalam arti, ijab dan
gabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan juga
maksud dalam bertransaksi.

2. Adanya kesesuaian antara fjab dan gabul. Terdapat kesesuian
antara 7jab dan gabul dalam hal objek transaksi ataupun harga,
artinya terdapat kesamaan pada keduannya tentang kesepatan,
maksud, dan objek transaksi. Dan jika masih tidak terdapat
kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.

3. Adanya pertemuan antara Jjab dan gabul (berurutan dan

nyambung), yakni 7jab dan gabul dilakukan dalam satu majlis.

2. Syarat Murabahah®
a. Pihak yang berakad
pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan

untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum,

22 Ismail Nawawi, Figh Mu’amala Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Jakarta, Dwiputra
Pustaka Jaya, 2010), 160.
23 smail, Perbankan Syariah (Jakarta: kencana, 2011), 137-138.
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berakal, dan baligh. Serta sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa

atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

b. Objek jual beli

1.

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk
mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada
dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai
dengan pernyataan penjial (jenis, spesifikasi, kualitas, dan
kuantitasnya).

Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang

dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

3. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

4. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

c. Harga

a.

Harga yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli
ditambah dengan margin keuntungan.

Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati

bersama antara penjual dan pembeli.
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3. Persyaratan Minimum Akad Murabahah Menurut Figh**

No. Kategori Persyaratan

Menggunakan judul dengan mencantumkan

1| Syarat akad murabahah .

2. | Syarat Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.

3. | Syarat Menyebutkan plhjdl'( yang bertransaksi dan/
atau yang mewakilinya.

4 | Rukun Menete}pkan bapk sebagai penjual dan nasabah
sebagai pembeli.

5. | Rukun Menetapkan harga beli, harga jual, dan tingkat
keuntungan.
Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan

6. | Rudig dibeli oleh nasabah.

7. | Syarat Menetapkan jangka waktu dan cara bayar.

8. | Syarat Mengtapkan waktu pengiriman barang yang
dibeli.

9. | Syarat Menetapkan bahwa nasabah adalah pihak yang

berutang apabila pembayaran tidak tunai.
Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai
membayar pada waktunya.

Menetapkan tindakan yang dilakukan apabila
terjadi force majeur.

Menetapkan jaminan (tambahan) apabila
diperlukan.

10.| Kesepakatan

11.| Kesepakatan

12.| Kesepakatan

13.| Kesepakatan Menetapkan sanksi- sanksi apabila diperlukan.

Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai
tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
Ditandatangani oleh kedua pihak yang
bertransaksi.

14.| Kesepakatan

15.] Rukun

D. Tujuan Murabahah
Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan
pembelian) meminta kepada pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset.
Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya

keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan

24 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan syariah (Jakarta: Rajawali Pers), 89.
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secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan
kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif
pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang
mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan
membantu memperlancar arus kas (cash flow) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem
murabahah atau murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembelian). Meskipun
demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan
kedua jenis murabahah. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang

ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsuran.?’

E. Jenis Murabahah
Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini
bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi
syarat jual beli murabahah. Ada dua jenis murabahah menurut Nurhayati dan

Wasilah yaitu :2°

1. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang
setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat

mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang

2> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001),
102.

26 21Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Cet. 11. (Jakarta: Salemba Empat,
2009), 171.
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dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli
barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya.
2. Mourabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa
pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank
syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak
terpengaruh atau terkait langung dengan ada tidaknya pembeli.

Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah terbagi kepada 3 jenis,
sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

Yang pertama adalah Murabahah Modal Kerja (MMK), yang
diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan
sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang
diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan
murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila
objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga
dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan
harga pokok masing-masing barang.?’

Yang kedua adalah Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan
jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang
modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan

proyek baru.?®

27 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Cet. I. (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), 223.
2 Ibid. 224.
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Dan yang terakhir adalah Murabahah Konsumsi (MK), adalah
pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan
pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan
untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama
lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai,

tanah dan bangunan tempat tinggal >

F. Ketentuan Umum Murabahah

Menurut Syafi’i Antonio, murabahah memiliki ketentuan umum, antara
lain yaitu:*°

Yang pertama adalah Jaminan, karena pada dasarnya jaminan bukanlah
suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli murabahah,
demikian juga dalam murabahah KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga
agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia
pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemohon atau nasabah)
suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis opersionalnya, barang-
barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima
untuk pembayaran uang.

Untuk ketentuan yang lainnya yaitu uang dalam Murabahah, secara
prinsip penyelesaian utang si pemesan dalam traksaksi murabahah tidak ada

kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh si pemesan kepada pihak

2 Ibid. 232.

30 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001),
105-106.
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ketiga atas barang pesanan tersebut yang telah dipesan. Apakah si pemesan
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap
berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika kemudian si
pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia
tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset
tersebut merugi, misalkan saja kalau nasabah adalah pedagang juga, maka
pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal.
Hal tersebut terjadi karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang
dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad
murabahah pertama dengan bank.

Kemudian ada juga penundaan pembayaran oleh debitor mampu. Yang
maksudnya adalah seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis
dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam akad murabahah ini. Bila
seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, maka pihak pembeli
dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum untuk
mendapatkan kembali uang tersebut dan mengklaim kerugian finansial yang
terjadi akibat penundaan.

Dan ketentuan yang terakhir adalah bangkrut. Yang dimaksud dengan
bangkrut adalah jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal
menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi
dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan

utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.
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Tidak hanya itu perihal murabahah juga diatur dalam Fatwa DSN No:

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang mengatur hal-hal berikut

ini.3!

1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syari'ah:

a.

b.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah
Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah:

a.

b.

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian
suatu barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum
perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak
harus membuat kontrak jual beli.

31 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Cet. I. (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009 ), 96-98.
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d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika nilai uvang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak "'urbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka;
1.Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut,

ia tinggal membayar sisa harga.

2.Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

h. Jaminan dalam murabahah:

1.Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.

2.Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan
yang dapat dipegang.

i. Hutang dalam murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam
transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi
lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas
barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap
berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada
bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh
angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian,
nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai
kesepakatan awal. la tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.

j. Penundaan pembayaran dalam murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja,
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
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k. Bangkrut dalam murabahalr.
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia
menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

G. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah

Dalam praktik pembiayaan murabahah pada bank syariah harus
mempertimbangkan beberapa hal berikut seperti:

Penggunaan akad murabahah, pada pembiayaan murabahah merupakan
jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada
umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-
barang yang diperlukan individu. Tidak hanya itu saja namun jenis
penggunaan pembiayaan murabahah juga sesuai atau bahkan lebih sesuai
untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi,
akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang diinvestasikan oleh
nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam
pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah
jelas dan terukur. Namun pembiayaan murabahah kurang cocok untuk
pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.*?

Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu antara lain
rumah, kendaraan bermotor dan/ atau alat transportasi, pembelian alat- alat
industry, pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya, dan juga

pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

32 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 140-141.
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Selanjutnya adalah bank, bank berhak menentukan dan memilih supplier
dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank
syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan
kelayakan sesuai dengan criteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
Kemudian bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan
antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah. Untuk
cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer
langsung pada rekening supplier/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan pula adalah nasabah, dalam
praktik pembiayaan murabahah, nasabah harus sudah harus cakap menurut
hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi. Kemudian nasabah memiliki
kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.3*

Supplier, adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang
sesuai dengan permintaan nasabah. Supplier menjual barangnya kepada bank
syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada
nasabah. Namun dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa
kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditetapkan dalam akad. Purchase order (PO) atas pembelian barang tetap
diterbitkan oleh bank syariah, dan pembeyarannya tetap dilakukan oleh bank
kepada supplier. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh

supplier kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.>

3 Tbid, 141.
3 Tbid, 142.
35 Tbid, 142.
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Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara
bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
Harga jual bank syariah juga merupakan harga jual yang disepakati antara
bank syariah dan nasabah. Sedangkan untuk uang muka (urbun) atas
pembelian akan dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi piutang
murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah
dilaksanakan, maka wrbun diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang
murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika
transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal), maka wrbun (uang muka)
harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang
telah dikeluarkan oleh bank syariah.>¢

Kemudian jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam
jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan
pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank
syariah. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak.
Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui
oleh bank syariah maupun nasabah.’’

Secara umum, aplikasi perbankan syariah dari bai al-murabahah dapat

digambarkan seperti pada skema berikut ini.

36 Ibid, 142-143.
37 Ibid, 143.
38 Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Tepri ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 107.
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Seperti pada gambar skema tersebet diatas, diketahui bahwa alurnya
adalah yang pertama pihak nasabah datang ke bank untuk melakukan
pembiayaan murabahah, kemudian pihak bank dan nasabah melakukan
negoisasi serta melengkapi persyaratannya. Pihak nasabah juga menerangkan
klasifikasi barang yang hendak dibeli secara detail atau pihak bank dan
nasabah melakukan akad jual beli murabahah.

Selanjutnya pihak bank membelikan barang tersebut kepada suplier
(penjual). Setelah barang dimiliki oleh pihak bank, maka selanjutnya pihak
bank menyerahkan barang tersebut kepada pihak nasabah.

Setelah pihak nasabah menerima barang yang dipesan sesuai klasifikasi
yang telah disampaikan kepada pihak bank, maka pihak nasabah harus

melengkapi dokumen kemudian menyetujui cara pembayarannya. Lalu untuk
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selanjutnya pihak nasabah sudah mulai bisa membayar kepada pihak bank

sesuai dengan kesepakatan diawal.>®

39 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 83.



BAB III
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAHDI BMT SIDOGIRI CABANG

SEPANJANG

A. Gambaran Umum BMT Sidogiri Cabang Sepanjang

Sejarah berdirinya BMT Sidogiri di latar belakangi oleh rasa
keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan
Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktek riba yang terjadi disekitar
pondok Sidogiri.

Praktek riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang
berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada
mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para
rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek
riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh
pondok, dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT
dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang
diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Maka pada tanggal 12
Robi’ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama
yang bernama BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU). Seiring

berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU

43
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Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi
Nomor 608/BH/KWK.13/1X/97 (Dokumentasi BMT Sidogiri).!

Kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2013 dibukalah cabang BMT
Sidogiri yang bertempat di daerah Sepanjang tepatnya di JI.Ngelom Rolak
No0.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo . Alasan dibukanya cabang BMT UGT
Sidogiri di Sepanjang adalah karena adanya potensi pasar yang terdapat
banyak sekali rentenir. Sehingga salah satu alumni santri pondok Sidogiri
yang bernama Farid Nur Cahyo yang bertempat tinggal di Sepanjang merasa
prihatin akan banyaknya rentenir yang merajalela di pasar Sepanjang
tersebut, sehingga beliau meminta kepada BMT pusat yang bertempat di
Pasuruan untuk membuka cabang BMT Sidogiri di sekitar pasar sepanjang
dengan tujuan untuk menyelamatkan para pedagang dari rentenir yang
menggunakan riba.

Selain karena alasan tersebut, dibentuknya BMT Sidogiri di Sepanjang
adalah bermaksud untuk menggalang kerja sama untuk membantu
kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. BMT Sidogiri bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang

berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi oleh Allah SWT.

! http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html, diakses pada 10April 2016.
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BMT UGT Cabang Sepanjang yang berkantor di jln. Ngelom Rolak No.
358 RT. 04 RW. 04 Taman Sidoarjo sampai saat ini memiliki karyawan yang

berjumlah 4 orang dengan klasifikasi tugas sebagai berikut

KEPALA
CABANG
Farid Nor Cahyo
TELLER MARKETING
AhmadJalaluddin e Abdulloh
Asy. Syuyuthi e Saiful Arif

Perkembangan BMT Sidogiri Cabang Sepanjang cukup pesat, terbukti
dari pertama kali BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dibuka pada tahun 2013
sampai saat ini sudah memiliki jumlah nasabah yang tidak sedikit yaitu 1371
nasabah. Hanya dengan waktu 3 tahun BMT Sidogiri Cabang Sepanjang sudah
bisa merubah kebiasaan masyarakat sekitar yang bergantung kepada rentenir
kemudian berubah mempercayai BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dalam
melakukan transaksi perbankan yang sesuai syariah, tidah hanya tabungan saja

namu ada juga pembiayaan, dll.

BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo mempunyai visi dan
misi sebagai berikut:?
1. Visi

a. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep

dasar atau landasan yang sesuai syariah Islam.

2 http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html, diakses pada 10 April 2016.
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b. Menanamkan pemahaman bahwa konsep syariah adalah konsep yang
mudah, murah dan maslahah.
2. Misi
a. Menciptakan Wata’awu ‘Alal Birri Wat Tagqwa yaitu tolong
menolong lewat ekonomi umat.

b. Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.

B. Produk BMT UGT Sidogiri.
BMT Capem Sepanjang Sidoarjo adalah baitul mal wat tamwil atau
balai usaha mandiri terpadu yang menerapkan simpanpinjam pola syariah,

produk — produk pembiayaannya menggunakan salah satu dari 5 akad sebagai

berikut:

1. Mudharabah/ girad (Bagi hasil)

2. Musyarakah/ Syirkah (Penyertaan)

3. Murabahah (Modal Kerja)

4. Ba’i bitsamanil ajil (Investasi)

5. Qard al-hasan (Pinjaman Kebajikan)

Produk yang ada di BMT Ugt Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

terdiri dari tabungan dan pembiayaan. Masing-masing dari produk tersebut
memiliki ketentuan dan keuntungan berbeda- beda tergantung dari

jenisproduk tabungan dan pembiayaan tersebut.
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1. Produk Tabungan?

Produk tabungan yang ada di BMT Ugt Sidogiri Capem Sepanjang

Sidoarjo terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah:

a. Tabungan Umum

Tabungan umum syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan

diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadi’ah yad

damanal/ qard atau mudarabah mutlaqah.

1. Keuntungan bagi mitra penabung adalah:

a.

Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau
dana setiap saat.

Transaksi mudah selesai sesuai dengan syariah dan bebas
riba.

Mendapatkan bagi hasil yang halal dan menguntungkan.
Bebas biaya administrasi bulanan.

Ikut membantu sesama umat (za’awun).

Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat bila diniati

menghutangi.

2. Ketentuan-ketentuan dari tabungan umum ini adalah:

Fotokopi KTP/ SIM yang masih berlaku.
Mengisi formulir calon anggota.
Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.

Setoran awal minimal Rp. 10.000,00

3 http://www.bmtugtsidogiri.co.id/produk-01.html, diakses pada 10 April 2016.
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Setoran berikutnya minimal Rp. 1.000,00
Saldo minimal Rp.5.000,00 administrasi pembukaan

tabungan Rp. 5.000,00

b. Tabungan Haji

Menunaikan ibadah haji adalah dambaan bagi umat muslimin dan

muslimat guna melengkapi rukun islam. Untuk mewujudkan dambaan

tersebut bukan hal yang sulit bagi yang berniat, karena anda dapat

merencanakan dan mempersiapkan dana ibadah haji sejak dini.

Tabungan al- Haromain adalah tabungan bagi yang berencana

menunaikan ibadah haji dengan akad wadi’ah yad damanabh.

1. Keuntungan menyimpan tabungan al-Haromain adalah:

a.

b.

Kemudahan melakukan setoran tabungan sewaktu-waktu.
Laporan mutasi berupa buku tabungan sehingga akan
memudahkan melihat perkembangan dana setiap saat.
Mendapat tambahan bagi hasil.

Ikut membantu sesama umat (za’awun).

Aman dan terhindar dari riba dan haram.

Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jamaah haji yang
ikut memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang

direncanakan tanpa dibebani bagi hasil.

2. Ketentuan
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Pembukaan rekening dikantor BMT Ugt Sidogiri Capem

Sepanjang sesuai dengan domisili atau tempat tinggal calon

jamaah haji dengan:

a.

d.

Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan a/-
Haromain.

Menyerahkan Fotokopi KTP/ SIM yang masih berlaku.
Setoran awal sebesar Rp 500.000,00 dan setoran selanjutnya
minimal Rp 100.000,00

Biaya administrasi Rp 50.000,00

3. Ketentuan lain-lain dalam tabungan a/-Haromain ini adalah:

a.

Penarikan tabungan a/-Haromain tidak dapat dilakukan

sewaktu- waktu kecuali untuk kebutuhan keberangkatan haji

atau uzur syar’i

Pendaftaran kursi kebrangkatan haji:

1. Saldo tabungan A/- Haromain di atas Rp.25.000.000,00

2. Mengisi formulir

3. Menyerahkan dua lembar Fotokopi KTP suami istri,
surat nikah dan kartu keluarga.

4. Menyerahkan enam pas foto haji (ukuran 5x6, 80%
wajah).

5. Biaya administrasi Rp 250.000,00
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Tabungan Umrah

Tabungan Umrah a/- Hasanah adalah simpanan dana yang

dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah umrah dengan

menggunakan akad wadi’ah yad damanah.

1. Keuntungan bagi mitra penabung:

a.

g.

Dapat merencanakan keberangkatan ibadah umrah sesuai
dengan waktu yang diinginkan.

Pengurusan administrasi keberangkatan diurus oleh pihak
BMT Ugt Sidogiri Capem Sepanjang.

Mendapatkan souvenir menarik.

Mendapatkan bimbingan ibadah umrah gratis.

Mendapatkan bonus bagi hasil.

Dapat mengajukan talangan (al-gard) apabila terdapat
kekurangan biaya pemberangkatan maksimal 20% dari biaya
pemberangkatan dengan mengikuti ketentuan yang
ditetapkan.

Bebas biaya administrasi bulanan.

2. Ketentuan bagi mitra penabung:

a.

b.

Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00

Setoran berikutnya sesuai dengan ketetapan perencanaan
keberangkatan.

Ketentuan pemberangkatan adalah bulan rab7’ul awwal, bulan

rajab, dan akhir bulan sya ban.
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Perencanaan keberangkatan minimal 6 bulan dan maksimal
36 bulan.

Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan atau musim.
Tabungan hanya dapat dicairkan untuk keperluan ibadah
umrah kecuali karena uzur syar’r.

Administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp.20.000,00.

d. Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad wadi’ah yad

damanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul

fitri. Jenis tabungan ini menggunakan jenis akad wadi’ah yad

damanah. Syarat dan ketentuan sama dengan tabungan umum kecuali

pengambilan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari

sebelum Idul Fitri.

1. Keuntungan bagi mitra penabung;:

a.

b.

Insya Allah pahalanya 18 kali lipat bila diniati menghutangi.
Transaksi mudah dan transparan sehingga dapat
memudahkan anda untuk melihat perkembangan dana setiap
saat.

Aman dan terhindar dari riba dan haram.

Ikut membantu sesama umat (za’awun).

Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan

menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk
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kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT Ugt Sidogiri
Capem Sepanjang.

Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

2. Ketentuan bagi mitra penabung:

a.

b.

€.

Setoran awal minimal Rp. 10.000,00

Biaya administrasi Rp. 5.000,00

Mengisi formulir pembukaan rekening.

Menyerahkan Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih
berlaku.

Penarikan tabungan paling awal 15 hari sebelum idul fitri.

Tabungan Peduli Siswa

Tabugan peduli siswa adalah layanan penyimpanan dana yang

diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana

tabungan siswa dengan akad wad7’ ah yad damanah.

1. Keuntungan bagi lembaga penabung:

a.

Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau
perkembangan dana setiap bulan.

Transaksi mudah dan bebas riba.

Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan
terutama pada saat pembagian tabungan murid di akhir
tahun.

Mendapatkan bonus bagi hasil bulanan yang halal dan

menguntungkan.
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e. Mendapatkan dana beasiswa untuk untuk siswa tidak mampu
sebesar Rp. 150.000,00 sesuai kebijakan koperasi BMT
Capem Sepanjang.

f. Bebas biaya administrasi.

2. Ketentuan-ketentuannya adalah :

a. Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh pengurus
lembaga QQ ketua dan bendahara dan di bubui stempel.

b. Rekening tabungan atas nama ketua/ bendahara QQ nama
lembaga.

c. Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

d. Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal
Rp.50.000.

e. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan diakhir tahun
pelajaran.

f. Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo
rata- rata Rp.5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5
bulan.

g. Pengambilan beasiswa di akhir tahun pelajaran ketika
tabungan akan diambil.

f. Tabungan walimah
Tabungan walimah adalah tabungan yang digunakan untuk membiayai
walimah bisa pernikahan, khitan, dan lain-lain. Tabungan caranya

sama saja dengan tabungan umum. Hanya saja pengambilannya tidak
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bisa diambil setiap saat, hanya bisa di ambil menjelang pelaksanaan

walimahan.

. Deposito Mudharabah

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah
disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
1. Keuntungan bagi mitra:
a. Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung.
b. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
c. Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari tabungan.

Proporsi (nisbah) bagi hasil penyimpanan BMT:

1. 3 bulan
2. 6 bulan
3. 9 bulan

4. 12 bulan 60:40
2. Syarat-syarat dan ketentuan permohonan, sebagai berikut:
a. Mengisi formulir permohonan pembukaan mudarabah
berjangka atau (deposito).
b. Fotokopi identitas diri (KTP/ SIM).

c. Setoran minimal Rp. 500.000.
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2. Produk Pembiayaan *

a. Mudarabah (bagi hasil)
Mudarabah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya
oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya.
Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama
berdasarkan ketentuan hasil.

b. Musyarakah (penyertaan)
Musyarakah (penyertaan) adalah pembiayaan berupa sebagianmodal
yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan.
Masingmasingpihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta
mewakili ataumenggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha
tersebut.Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut
proporsipenyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

¢. Murabahah (Modal Kerja)
Murabahah (Modal Kerja) adalah pembiayaan atas dasar jual beli
dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama
ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual
dengan harga asal yang disepakati bersama.

d. Ba’i Bitsamanil Ajil (Investasi)
Ba’i bitsamanil ajil (Investasi) adalah pembiayaan dengan sistem jual

beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembeli ansuatu harga.

4 http://www.bmtugtsidogiri.co.id/produk-02.html, diakses pada 10 April 2016.
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Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar
jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.
e. Qard al-hasan
Qard al-hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT
Capem Sepanjang Taman Sidoarjo selaku shahibul mal (pemilik harta)
kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang
bermanfaat.
Syarat-syarat dan ketentuan produk pembiayaan Capem Sepanjang
adalah sebagai berikut:>
a. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan.
b. Fotokopi KTP suami dan istri atau wali.
c. Fotokopi KSK/ KK.
d. Fotokopi Akta nikah.
e. Fotokopi jaminan.
f. Fotokopi legalitas bagi Badan Usaha.
g. Menjadi anggota atau mitra usaha.
h. Membuka rekening tabungan.
3. Produk Jasa®
BMT Ugt SidogiriCapem Sepanjang mempunyai produk jasa yaitu
jasa pelayanan transfer. Pelayanan transfer merupakan jasa layanan untuk
pengiriman uang yang diberikan pada masyarakat baik penabung maupun

bukan penabung melalui kantor cabang Koperasi Ugt Sidogiri Capem

> Ahmad jalaludin, Wawancara, 16 April 2016.
6 http://www.bmtugtsidogiri.co.id/produk-03.html, diakses pada 10 April 2016.
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Sepanjang Unit BMT setempat kepada Para santri yang sedang menempuh

Pendidikan di PPS.

C. Praktek Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang
1. Jenis- Jenis Pemibiaayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang’
a. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian
kendaraan bermotor.
1. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang
berbasis jual beli (Murabahah).
2. Keuntungan dan Manfaat:
a. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor
dengan mudah dan barokah
b. Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
c. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas
Pembiyaan KBB
d. Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan
Kerusakan diatas 75%)
e. Terbebas dari Riba dan Haram

3. Ketentuan:

" Farid Nur Cahyo, Wawancara, Sidoarjo, 16 April 2016.
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Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa
Mobil atau motor Baru maupun bekas.

Peruntukan pembiayaan adalah perorangan

Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru)
sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun

Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5
tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan
yang tetap.

Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun
dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas
KBB.

Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan
baru

Uang muka minimal 25%

4. Persyaratan Khusus :

a.

b.

Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.

Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat
pemohon bekerja.

Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli

meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy
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BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga

kendaraan (untuk kendaraan bekas).

b. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian

barang elektronik.

1. Jenis barang elektonik yang bisa diajukan adalah:

a.

Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau
bekas)

Bergaransi (Pabrik atau Toko)

Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV,

Audio, Kulkas, dan lain-lain

2. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang

berbasis jual beli (Murabahah) atau akad [jarah Muntahiyah

Bitamlik.

3. Keuntungan dan Manfaat:

a.

d.

Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik
dengan mudah dan barokah

Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan

Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas
Pembiayaan

Terbebas dari Riba dan Haram

4. Ketentuan Umum:
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Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau

pendapatan yang tetap.

. Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi

Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan

berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.

. DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga

Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan
maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.

Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta

. Pengajuan  dapat dilakukan sendiri-sendiri  atau

dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon

bekerja.

5. Persyaratan:®

Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat
pemohon bekerja.

Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli

meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

8 Ibid,.



61

2. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang
Adapun prosedur awal pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri

Cabang Sepanjang adalah sebagai berikut sesuai tabel:

{‘ . Skema Proses Pembiayaan
¥ KSPS BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
2. BMT
1. Survey dan Analisa
2. Verifikasi Berkas dan
Legal
3.Pengesahan Kepala
Cabang
4.Pengambilan
Keputusan
Pembiayaan
AEREOROn, <ot JOSELOS O » 3. Informasi
v Keputusan
1.Memenuhi Syarat-
syarat Pembiayaan
isi i 1. Surat Keputu
AMos e 4. Pencairan Pembleyean
Pembiayaan Pemb|ayaan 2. Persetujuan Komite
3.Menunjukkan Bukti / Pembiayaan
Jaminan Asli 3.Penentuan Proses
4.Melengkapi Berkas 1. ;9'?""5’348“9’":" Pencairan dan
Pamavan Fugen o o e
2.Penyerahan Dana
Pembiayaan
3.Mengamankan
Agunan (real / Bukti
Kepemilikan Asli)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dijelaskan bahwa prosedur
pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang adalah
sebagai berikut:

Yang pertama pemohon mengajukan permohonan pembiayaan
kepada BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dengan memenuhi syarat-
syarat pembiayaan yaitu:’

a. Fotokopi KTP pemohon.
b. Fotokopi KTP suami/ istri/ wali.
c. Fotokopi Kartu Keluarga.

d. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)

°® Ahmad Jaluluddin, Wawancara, Sidoarjo, 16 April 2016.
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Setelah itu pemohon harus mengisi formulir pengajuan
pembiayaan serta menunjukkan bukti/ jaminan asli, lalu kemudian
melengkapi berkas pembiayaan. Setelah semua telah lengkap
selanjutnya pihak BMT melakukan survey secara langsung dan analisa
terhadap pemohon, setalah selesai melakukan survey dan analisa pihak
BMT melakukan verikasi berkas dan legalisasi serta pengesahan kepala
cabang, kemudian kepala cabang melakukan pengambilan keputusan
pembiayaan. Proses selanjutnya adalah penginformasian keputusan
setelah melakukan survey dan analisis oleh pemohon. Setelah itu pihak
BMT melakukan proses pencairan dan penandatanganan peikatan. Dan
yang terakhir adalah pencairan dana pembiayaan, namun sebelumnya
pihak pemohon harus melakukan penandatangan perjanjian akad dan
perikatan, kemudian barulah pihak BMT bisa menyerahkan dana
kepada pihak pemohon.

Namun untuk pembiayaan murabahah pencairainnya bukan
berupa dana, melainkan pihak nasabah merima barang yang dipesan
sesuai klasifikasi yang diberikan kepada pihak BMT karena sesuai
kesepakatan diawal bahwa pihak BMTlah yang membelikan barang
pesanan tersebut.'?

Setelah semua proses selesai, bersamaan dengan penerimaan

barang pesanan nasabah, nasabaahpun menyerahkan barang agunan

10 1bid,.



63

kepada pihak BMT dan kemudian pihak BMT mengamankan agunan
tersebut.

Untuk selanjutnya setelah semua prosedur telah terlengkapi dan
proses transaksinya telah selesai, maka pihak nasabah harus
berkewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan dan
kesepakatan yang telah disetujui pada awal akad yaitu:

a. Untuk pembayar dilakukan setiap bulan dengan tepat waktu.

b. Jatuh tempo pembayaran dilakukan sesuai dengan tanggal
diterimanya barang pesanan (objek pembiayaan).

c. Nasabah wajib membayar sesuai ketentuan diawal dengan margin
yang telah ditetapkan dan disetujui.

Sejalan dengan proses yang telah ditentukan oleh pihak BMT
Sidogiri Cabang Sepanjang, pihak nasabah berpendapat bahwa proses
pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT tidak rumit terutama bagi
nasabah yang pernah melakukan pembiayaan. Seperti jawaban yang
diberikan oleh ibu Sarifah dan bapak Iksan selaku nasabah yang
diwawancarai oleh penulis. Jawaban yang diberikan ketika
diwawancarai adalah sebagai berikut:

“proses dari mulai pertama pengajuan pembiayaannya ngak rumit
mbak, apalagi saya sudah pernah pembiayaan juga sebelumnya jadi
prosesnya cepat. Untuk masalah jenisnya saya kurang paham pokoknya

saya pembiaayaan itu ya buat beli sepeda motor”. Ujar Ibu Sarifah.!!

! Sarifah, Wawancara (Sepanjang: 20 April 2016).
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“kalau masalah prosesnya mbak, ya gampang banget, ngak rumit,
ngak mbulet juga. Jadi ya enak melakukan pembiayaan di BMT itu
apalagi saya yang awam sama urusan kayak bank jadi lebih gampang.”
Jawab bapak Iksan.!?

Sedangkan untuk teknis pemberian margin bagi setiap nasabah di
BMT Sidogiri Cabang Sepanjang yang hendak melakukan pembiayaan
murabahah, pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang tidak memberikan
patokan khusus tapi hanya memberikan batasan dari mulai 2,15% -
3%. Farid Nur Cahyo selaku kepala cabang BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang menerangkan bahwa untuk pemberian margin bagi nasabah,
BMT menyesuaikan dengan tingkat kemampuan nasabah untuk
membayarnya. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar kedepannya
dalam proses pembayarannya, nasabah tidak ada yang kesulitan
sehingga menyebabkan adanya keterlambatan dalam membayar.
Meskipun demikian pihak BMT tidak asal memberikan keputusan
mengenai persentase margin yang akan diberikan, karena sebelumnya
pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang akan melakukan survey secara
detail terhadap nasabah mengenai perekonomiannya.'?

Dengan adanya kebijakan yang seperti itu, pihak nasabahpun
merasa dipermudah dan diringankan bebannya karena pihak BMT

Sidogiri dianggap bisa mengerti kesesuaian ekonomi nasabah. Hal

12 Tksan, Wawancara (Sepanjang: 20 April 2016).
13 Farid Nur Cahyo, Wawancara (Sepanjang 16 April 2016).
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tersebut dipertegas oleh jawaban dari para nasabah yang diwawancarai
oleh penulis.

“marginnya ngak tinggi kok mbak, saya Cuma dapat marginnya
2,25%. Kalau menurut saya ya termasuk ringan, soalnya kali di bank-
bank itu rata- rata 10%. Jadi ya lumayan bisa menyesuaikan sama
penghasilan saya mbak.” Jawab ibu Sarifah.'4

Lain lagi dengan jawaban yang diberikan oleh bapak Iksan,
ternyata margin yang didapatkan bapak lksan berbeda dengan ibu
Sarifah. Bapak Ikhsan mendapat margin yang lebih rendah daripada ibu
Sarifah.

“saya marginnya dapat 2,15% mbak, kalau menurut saya segitu ya
sangat ringan sekali marginnya. Karena saya kan Cuma pegawai
swasta yang Cuma ngandelin gajih UMR, jadi untuk membayar cicilan
sdengan margin segitu saya masih mampu mbak.” Jawab Bapak Iksan
ketika ditanya masalah persentase margin yang didapatnya.'>

Dari jawaban yang diberikan oleh kedua nasabah tersebut dapat
diketahui bahwa teknis pemberian margin dari BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang sangan membatu dan meringankan nasabah, karena menurut
para nasabah marginnya cukup ringan. Namun sayangnya, pihak
nasabah tidak mengetahui bahwa persentase keuntangan yang
diberikan oleh BMT Sidogiri Cabang Sepanjang adalah berbeda.

Karena ketika penulis menanyakan mengenai pendapat mereka tentang

14 sarifah, Wawancara (20 April 2016).
15 Iksan, Wawancara (20 April 2016).
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kesaam margin bagi setiap nasabah, mereka menjawa tidak tau. Hal
tersebut sesuai dengan jawaban ibu Sarifah dan bapak Iksan ketika
diwawancarai oleh penulis.

“kalau masalah margin ya pasti sama mbak, soalnya teman saya
yang pedagang juga di Pasar Sepanjang juga dapat margin segitu. Jadi
ya menurut saya ya marginnya setiap nasabah pasti sama lah.” Jawab
ibu Sarifah.'¢

“saya sih ngak tau ya mbak kalau nasabah yang lain sama atau
tidak marginnya, tapi ya masak setiap nasabah marginnya beda- beda?”
Jawab bapak Iksan sambil tertawa.!”

Dari jawaban yang diberikan oleh kedua nasabah tersebut dapat

terlihat jelas bahwa nasabah tidak mengetahuai bahwa adanya

perbedaan pemberian margin oleh BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

16 Sarifah, Wawancara (20 April 2016).
17 \ksan, Wawancara (20 April 2016).



BAB IV
ANALISIS FATWA DSN NO 84 /DSN - MUI / XTI/ 2012
TERHADAP PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

DI BMT SIDOGIRI CABANG SEPANJANG

A. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang.

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya, mulai dari prosedur
pembiayaan murabahah hingga proses pencairan dana pembiayaan murabahah
di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang. Jadi langkah awal yang harus dilakukan
nasabah untuk pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang adalah sebagai berikut:

Yang pertama pemohon mengajukan permohonan pembiayaan kepada
BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dengan memenuhi syarat- syarat
pembiayaan yaitu:

1. Fotokopi KTP pemohon.

2. Fotokopi KTP suami/ istri/ wali.

3. Fotokopi Kartu Keluarga.

4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)

Setelah itu pemohon harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta
menunjukkan bukti/ jaminan asli, lalu kemudian melengkapi berkas
pembiayaan. Setelah semua telah lengkap selanjutnya pihak BMT

melakukan survey secara langsung dan analisa terhadap pemohon terkait

67
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masalah perekonomian nasabah, karena dari survey yang dilakukan oleh
pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang tersebut maka dapat ditentukan
berapakah persentase margin yang akan diperoleh margin sesuai dengan
kemampuan perkonomian nasabah.

setalah selesai melakukan survey dan analisa pihak BMT melakukan
verikasi berkas dan legalisasi serta pengesahan kepala cabang, kemudian
kepala cabang melakukan pengambilan keputusan pembiayaan. Proses
selanjutnya adalah penginformasian keputusan setelah melakukan survey dan
analisis oleh pemohon. Setelah itu pihak BMT melakukan proses pencairan
dan penandatanganan perikatan. Dan yang terakhir adalah pencairan dana
pembiayaan, namun sebelumnya pihak pemohon harus melakukan
penandatangan perjanjian akad dan perikatan yang isinya mengenai
penjelasan- penjelasan tentang pembiayaan murabahah seperti harga pokok
serta keuntunganya dan lain sebagainya, kemudian jika pemohon sudah
menandatangani perjanjian akad tersebut barulah pihak BMT bisa
menyerahkan dana kepada pihak pemohon.

Namun untuk pembiayaan murabahah pencairainnya bukan berupa dana,
melainkan pihak nasabah merima barang yang dipesan sesuai klasifikasi
yang diberikan kepada pihak BMT karena sesuai kesepakatan diawal bahwa
pihak BMTlah yang membelikan barang pesanan tersebut.

Setelah semua proses selesai, bersamaan dengan penerimaan barang

pesanan nasabah, nasabaahpun menyerahkan barang agunan kepada pihak
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BMT dan kemudian pihak BMT mengamankan agunan tersebut dan pihak

nasabah akan memulai pembayaran di bulan yang berikutnya.

B. Analisi Fatwa DSN No. 84 / DSN - MUI / XII / 2012 terhadap Penerapan
Pembiayaan Murabahah Di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Dalam menjalankan praktik perbankan syariah di Lembaga keuangan
Syariah yang salah satunya adalah BMT, Dewan Syariah nasional (DSN)
telah mengaturnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi
pedomon pihak lembaga keuangan syariah agar menjalankan produk-
produknya sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
membuat garis panduan pada produk syari’ah yang diambil dari sumber-
sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syari’ah
dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari’ah sehingga
memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat.
Salah satu produk yang berkembang di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang
adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan
dengan sistem jual beli yang menyatakan harga barang dan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh nasabah dan BMT.

Seperti di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, pembiayaan

murabahah bisa menjadi salah satu pilihan bagi nasabah BMT Sidogiri yang
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ingin melakukan pembiayaan. Namun karena salah satu alasan, yakni margin
pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dianggap
terlampau tinggi, sehingga membuat nasabah sedikit kurang berantusias
dalam melakukan pembiayaan murabahah.’

Selain karena marginnya yang terlampau tinggi, Ahmad Jaluluddin
sebagai teller di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang beranggapan bahwa
masyarakat sekitar kurang begitu memahami atau mengerti maksud dari
pembiayaan murabahah sehingga pihak BMT sulit mendapatkan nasabah. Hal
tersebut sudah terbukti, karena dari tahun 2014 — 2016 hanya 10 orang
nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang.?

Hal tersbut memicu ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang
pengakuan keuntungan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang. Berdasarkan penjelasan di awal pembahasan. Penulis telah
menerangkan bahwa margin atau keuntungan yang diperoleh setiap nasabah
berbeda - beda. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah metode yang
digunakan oleh BMT Sidogiri sudah sesuai dengan ketentuan- ketentuan
yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUI/X1I/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan A¢-Tamwil Bi Al-
Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah pada

ketetapan ketiga (ketentuan khusus) butir 4, dimana menerangkan bahwa

! Ahmad jalaluddin, Wawancara, Sidoarjo, 16 April 2016.
2 |bid,.
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“metode pengakuan keuntungan at-tamwil bi al-murabahah yang ashlah
dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas”. Metode anuitas
sendiri sesuai pada ketetapan pertama (ketentuan umum) butir 2 dijelaskan
bawa “Metode Anuitas (Tharigah al-Hisab al-Tanazuliyyah/ Tharigah al-
Tanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara
proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan
mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang
belum ditagih (al-atsman al-mutabaqqiyah)”

Namun Ahmad Jalaludin selaku teller, beliau menyatakan bahwa
BMT Sidogiri dalam melakukan perhitungan keuntungan pembiayaan
murabahah adalah dengan cara nilai keuntungan dari harga asli barang
dikalikan dengan margin.> Sedangkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan Atz-
Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan
Syariah ketetapan ketiga perihal ketentuan khusus butir 5 menyatakan
“Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan a¢-7amwil bi
al-Murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka
waktu angsuran; keuntungan af-famwil bi al-murabahah (pembiayaan
murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang
pembiayaan murabahah berakhir/ lunas dibayar”. Pada praktik yang
diterapkan di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang perhitungan yang digunakan

adalah dengan cara nilai keuntungan dari harga asli kemudian dikalikan

3 Ibid,.
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dengan margin. Hal tersebut berarti perhitungan margin yang digunakan oleh
BMT Sidogiri cabang Sepanjang tersebut adalah bertentangan atau
kontradiktif dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUU/XII/2012 butir ketiga perihal ketetapan khusus ayat 5.

Karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUI/XII/2012 butir ketiga ayat 5 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan
“keuntungan at-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) tidak boleh
diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah
berakhir/ lunas dibayar”, sedangkan jika BMT memperhitungkan keuntungan
dengan cara mengalikan persentase dengan keuntungan dari harga asli maka
jelas BMT sudah mengakui keuntungan pembiayaan murabahah sebelum
piutang pembiayaan murabahah berakhir/ lunas dibayar.

Selanjutnya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:
84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan Az-Tamwil
Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3 menjelaskan “Murabahah
adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembeli membayarya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;”.
Didalam penjelasan tersebut terdapat kaliamat “pembeli membayarya dengan
harga yang lebih sebagai keuntungan” dimana yang dimaksud keuntungan
disitu adalah margin. Didalam kalimat itu dijelaskan bahwa pembeli harus
membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan/ margin tanpa ada

kriteria. Yang dimaksud dengan kriteria disini adalah tanpa adanya perbedaan
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margin bagi setiap nasabah/ pembeli dalam pembiayaan murabahah. Namun
dalam pengaplikasiannya, BMT Sidogiri cabang Sepanjang bisa memberikan
margin/ keuntungan yang berbeda- beda setiap nasabahnya. Karena BMT
Sidogiri cabang Sepanjang tidak memberikan ketentuan yang jelas untuk
marginnya sendiri. BMT Sidogiri cabang Sepanjang memberikan patokan
untuk marginya adalah 2,5% - 3% untuk nasabah yang melakukan
pembiayaan murabahah. Jadi dalam hal ini BMT Sidogiri tidak melakukan
kejelasan dalam memberikan keuntungan/ margin kepada setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan murabahah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama
perihal ketentuan umum ayat 3 yang menjelaskan bahwa “Murabahah adalah
akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;” dalam fatwa
tersebut menjelaskan tentang keuntungan tanpa adanya criteria, namuan
fakta yang terjadi di lapangan adalah BMT Sidogiri cabang Sepanjang
menerpakan adanya criteria dalam penentuan keuntungan untuk nasabahnya
yang melakukan pembiayaan murabahah. Selain hal tersebut kontradiktif
atau bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUUI/XII/2012 butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3, hal tersebut
juga dapat merugikan pihak nasabah, sedangkan murabahah sendiri
merupakan salah satu akad yang saling menguntungkan baik untuk pihak
BMT sebagai penjual maupun pihak nasabah sebagai pembeli yang

melakukan pembiayaan.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini

dapat disimpulkan bawa analisis fatwa DSN no. 84 / DSN - MUI / XII / 2012

terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang

Sepanjang yaitu:

1.

mengenai penerapan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang adalah yang pertama pihak nasabah harus mengikuti semua
proses yang telah ditentukan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang
dari mulai permohonan awal, kemudian survey dari pihak BMT Sidogiri
Cabang Sepanjang untuk menentukan margin yang akan didapatkan oleh
nasabah, selanjutnya proses perikatan atau melakukan akad murabahah
antara pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dan nasabah sebelum
penyerahan barang pesanan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang kepada nasabah dan penyerahan barang agunan yang dilakukan
oleh nasabah kepada BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, Serta pembayaran
ansuran oleh nasabah.

Praktik perhitungan keuntungan yang dilakukan BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang belum sesuai dan bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan

keuntungan A¢-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di
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Lembaga Keuangan Syariah ketetapan ketiga perihal ketentuan khusus
butir 5, dan teknis pelaksanaan pemberian keuntungannyapun tidak sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012
Tentang metode pengakuan keuntungan A¢-Tamwil Bi Al-Murabahah
(Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah butir pertama

perihal ketentuan umum ayat 3.

B. Saran

Bagi BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, sebagai salah satu bentuk
lembaga keuangan syariah diharapkan untuk lebih menerapkan praktik
perbankannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu kiblat bagi
lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik
perbankan yang sesuai dengan syariat islam.

Dalam implementasi pembiayaan murabahah, serta pengakuan
keuntungan untuk pembiayaan murabahah maka pihak BMT dirasa perlu
mengkaji ulang dan lebih mendalam serta lebih disesuaikan dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga praktik atau pelaksanaan
pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang bisa benar- benar sesuai

dengan syariat Islam.
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